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PENETAPAN
Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA Srog

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara

Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan
S2 Manajemen, tempat kediaman di Kelurahan Remu Utara,
Distrik Sorong, Kota Sorong, sebagai “Penggugat”;
Melawan
TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1
Imu Pemerintahan, tempat kediaman di Kelurahan Remu
Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, sebagai “Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2016
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal
19 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal XXOktober 2015 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor XX/009/X/2015 tanggal XX Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
kediaman orang tua Tergugat, sampai dengan pisah tempat tinggal,

Penggugat di pulangkan oleh Tergugat ke kediaman orang tua Penggugat;
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3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
a. Tergugat diajak oleh Penggugat untuk hidup mandiri akan tetapi Tergugat

tidak mau karena merasa belum mampu untuk hidup berdua bersama
Penggugat dan juga karena Tergugat merasa belum mempunyai rumah
sendiri;

b. Antara Penggugat dengan adik Tergugat tidak memiliki kecocokan,
sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di kediaman
Tergugat dan mengajak Tergugat untuk mencari kediaman sendiri,
namun Tergugat tetap tidak mau meninggalkan kediaman tersebut
dengan alasan yang telah disebutkan pada poin (a) diatas;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada pertengahan bulan september, disebabkan pada saat
Tergugat sedang tidur, Penggugat membangunkan Tergugat agar pindah ke
kamar dan tidur bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat malah
menganggap Penggugat telah mengganggu tidur Tergugat, akhirnya
Tergugat memarahi Penggugat dan mendorong kepala Penggugat hingga
terbentur ke pintu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling
memukul, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian
oleh siapapun;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
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8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara
ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti tersebut di atas ;

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;
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Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun
karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 0263/Pdt.G/2016/PA Srog dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 291000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Anwar
Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan  Moh. Nur.
Sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Akram, S.H

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Khairil, S.Ag. Anwar Harianto, S.Ag.
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Hakim Anggota,

Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI.
Panitera Pengganti

Akram, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan . Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi . Rp. 5.000
5. Biaya Materai . Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 291.000

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah
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